
 

 
 

 

 

BUPATI KOTABARU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 06 TAHUN 2013 

TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KOTABARU, 

 
 

Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya suatu bangunan gedung 

dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, 
keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung 
dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat 

yang berperikemanusiaan dan berkeadilan; 

b. bahwa agar bangunan gedung harus dapat menjamin 

keselamatan penghuni dan lingkungannya harus 
diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai 
dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan 

administratif dan teknis bangunan gedung serta 
peran masyarakat agar bangunan gedung dapat 

terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai 
dengan fungsinya; 

c. bahwa berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
pada Lampiran huruf C. Bidang Pekerjaan Umum 

Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan 

Gedung;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan 
Gedung; 
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Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang   Nomor   27  Tahun  1959   
tentang   Penetapan   Undang-Undang   Darurat   

Nomor    3    Tahun   1953   tentang  Pembentukan    
Daerah    Tingkat   II    di   Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)    
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); 

4.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);  

5.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);  

6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

9.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 
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10.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 4723); 

11.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

12.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);  

13.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

14.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5168);  

15.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

16.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);  

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 
tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5092); 
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19.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);  

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3957);  

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4532); 

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 

tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4655);  

24.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737);  

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

26.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  Nomor 5103); 
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27.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);  

28.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

29.  Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang 

Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan 
Industri; 

30.  Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60); 

31.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
66/PRT/1993, tentang Teknis Penyelenggaraan 
Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman 

Modal; 

32.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

33.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan 
Teknis Bangunan Gedung; 

34.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas 
dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan; 

35.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2007 tentang Pedoman  Teknis 

Pembangunan Rumah Susun  Sederhana  
Bertingkat Tinggi; 

36.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum  Rencana 
Tata Bangunan dan Lingkungan; 

37.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin 
Mendirikan Bangunan; 

38.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung; 

39.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli 

Bangunan Gedung; 

40.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan 

dan Perawatan  Bangunan Gedung; 

 

 


